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ABSTRAK 

Pilkades merupakan suatu pemilihan untuk memilih pemimpin di 

daerah secara langsung dan demokratis. Namun, dalam 

penyelenggaraannya, Pilkades dikotori oleh pelanggaran-pelanggaran, 

salah satunya yang marakter jadi adalah praktik politik uang (Money 

politic). Money politic dalam Islam berarti risywah. 

Proses pemilihan kepala desa didesa Negeri Sakti Kecamatan 

Sungkai Barat  KabupatenLampung Utara merupakan salah satunya, 

dimana ada satu pasangan petahana yang kembali mencalonkan diri 

sebagai kepala desa akan tetapi dia memanfaatkan kedudukanya 

sebagai kepala desa dengan melakukan money politic seperti 

pemberian berupa uang secara kontan yang dilakukannya ataupun tim 

suksesnya ataupun memberikan barang berupa uang tunai sebesar Rp 

100.000 dan bahan sembako seperti beras, minyak makan dan 

kebutuhan dapur lainya. Kemudian praktik money politics lain nya 

juga terkuak melalui skripsi ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat 

merumuskan pokok masalah sebagai berikut: 1) 

BagaimanaPenyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik Money 

Politic didesa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten 

Lampung Utara? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik Money Politic di 

Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung 

Utara?. Adapun tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Kepala Desa 

Terkait Praktik Money Politic  di  Desa  Negeri Sakti Kecamatan 

Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, dan Mengetahui 

bagaimana tinjauan pandangan Fiqh Siyasah terhadap Penyelesaian 

Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik Money Politic di Desa Negeri 

Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara. 

       Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi 



 
 

iv 

 

untuk memberikan informasi data terkait penerapan perda di Desa 

Negri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara. 

       Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa yang mempengaruhi 

terdorongnya praktik money politic di Desa Negri Sakti Kecamatan 

Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara adalah rendahnya 

pengetahuan masyarakat mengenai Praktik money politic membuat 

mereka jadi tidak berpikir secara kritis dan mudah terpengaruh selain 

itu faktor rendahnya ekonomi masyarakat. Serta dalam pandangan fiqh 

siyasah terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Money 

Politic Di Desa Negri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Lampung utara 

pada praktiknya tidak sah karena merupakan risywah. Pelarangan 

politik uang mencegah terjadinya kehilangan harta mencegah 

kemudharatan karena korupsi. 

 

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Money Politik, Kepala Daerah 
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MOTTO 

 

امِ  نَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتدُْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّ ثْمِ وَانَْ تُمْ وَلََ تأَْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ لِتَأْكُلُوْا فَريِْ قًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالَِْ
﴾۸۱۱﴿تَ عْلَمُوْنَ   

 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu  

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” 

[Q.S Al-Baqarah (1):188] 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

       Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. 

Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam arti 

dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skripsi ini. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penyelesaian 

sengketa terkait praktik money politic pada saat ini 

menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara, 

walaupun terkadang cara yang dilakukan dalam praktik 

money politik belum tentu benar dalam syariat Islam, 

penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terhadap pemahaman judul dari beberapa istilah 

yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan 

Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala 

Desa Terkait Praktik Money Politic”. Berikut adalah 

uraian definisi istilah yang berkaitan yaitu: 

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berasal  dari kata tinjau yang berarti melihat, 

menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk 

kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan 

adalah hasil dari kegiatan meninjau,pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).
1
 

2. Fiqh siyasah diartikan sebagai  salah satu aspek 

hukum dimana yang di bahas adalah terkait 

pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan 

                                            
1 Kamus Bahasa Indonesia, Indonesia, Kamus Bahasa (Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1470. 



 

 
2 

yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan 

dan siapa pelaksana kekuasaan,apa dasar dan 

bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan 

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya 

dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 

mempertanggung jawabkan kekuasaannya.
2
  

3. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian 

perkara yang dilakukan antara salah satu pihak 

dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa 

terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi dan non 

litigasi.
3
 

4. Kepala desa adalah kepala pemerintahan yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat 

dengan masyarakat juga sebagai pemimpin 

masyarakat.  

5. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud 

dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap 

menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, 

antara lain adalah fasilitas.  

6. Money Politic adalah suatu bentuk pemberian atau 

janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak 

menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya 

ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada 

saat pemilihan umum. 

         Penegasan judul di atas, maka maksud dari skripsi 

ini adalah  meninjau dari sudut pandang fiqh siyasah 

terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait 

                                            
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4. 
3 Kamus Bahasa Indonesia, Indonesia, Kamus Bahasa, 1300. 
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Praktik Money Politic di Desa Negeri Sakti Kecamatan 

Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara. 

B. Latar Belakang Masalah 

         Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu pemilihan 

untuk memilih pemimpin di daerah secara langsung dan 

demokratis. Namun, dalam penyelenggaraannya, 

Pemilihan Kepala Desa di kotori oleh pelanggaran-

pelanggaran,salah satunya yang marak terjadi adalah 

praktik politik uang (Money politics). Money politics 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Money politics 

adalah segala bentuk pemberian uang dan barang dari 

kandidat kepada pemilih yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pemilih. Dalam pelaksanaan Pilkades, 

bentuk dan pola money politics yang terjadi sangat 

beragam dan bervariasi, Pemilihan kepala desa merupakan 

momen politik di tingkat desa yang menunjuk kan bahwa 

masyarakat desa adalah yang sudah berpolitik secara 

langsung dari awalnya.
4
 

        Pada zaman dahulu tidak ada politik uang dalam 

pemilihan  kepala desa. Penentuan pilihan seseorang  

banyak dipengaruhi oleh kedekatan ke kerabatan dan  

hubungan sebagainya. Para calon bahkan tidak dapat 

menghitung secara persis berapa yang mereka telah 

habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan 

sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran 

keanggotaan, membayar saksi,dan kebutuhan administratif 

lainnya, terhadap pembagian keuntungan pada unit 

usaha kelompok tani.
5
 Perilaku  politik  uang, dalam 

                                            
4 Nikmatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), 237. 
                5 Nova Puspitasari dan Andi Eka Putra Jayusman, ―Perspektif Maslahah 

Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa 
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konteks politik sekarang seringkali di atas namakan 

sebagai bantuan, dan lain-lain. Pergeseran istilah politik 

uang kedalam istilahan moral ini secara tidak langsung 

telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui 

norma kultural masyarakat yang memang membiasakan 

tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah 

menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan 

legal hukum formal akan kesulitan untuk menjangkaunya. 

Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk 

memahami setiap makna yang tersimpan dibalik perilaku 

politik (political behaviour) sehingga dapat memudahkan 

dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang  

sarat dengan nuansa suap,dan pemberian dalam arti 

sesungguhnya sebagai bantuan.
6
 

          Suatu negara pastinya memiliki hukum yang 

mengatur demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri. 

Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki sebuah undang-

undang yang didalamnya mengatur khusus mengenai 

Pemilihan Umum, yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 

2017 tentang PemilihanUmum. Undang-undang ini 

memiliki sebuah pengaturan mengenai Money Politic. 

Terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tidak di 

perbolehkan nya praktik money politic ini,yakni pasal 

278,284,515, dan 523. Kemudian diatur pula di dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.23 Tahun 2018 

tentang kampanye, yakni pada pasal 30 ayat (6) serta 

Peraturan Badan Badan Pengawas Pemilu pada pasal 42. 

                                                                                             
Wates Timur Pringsewu,‖ Jurnal : Asas Vol. 14, no. 2 (2022): 240, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314. 
6 Kiyay Nas Azwar, ―Money Politic Dan Pragmatisme Politik Dalam 

Perspektif Siyasah Syar‘iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013,‖ In 
Right : Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 5 No. 2 (2017): 235, 

https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v5i2.1436. 
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Sanksinya juga beragam dari kurungan penjara hingga 

denda ratusan juta rupiah.
7
 

        Agama Islam diturun kan oleh Allah Swt melalui 

Nabi Muhammad Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem 

kepercayaandan peribadatan, akan tetapi juga sebagai 

suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber- 

sumbernya terdapat dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang 

mencakup aspek- aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara 

atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut 

way of live bagi pemeluknya. memadukan kesenjangan 

tradisi yang berkembang dengan fatwa pelarangan tradisi 

tersebut.
8
 

       Hukum Islam membuat dinamika baru terhadap 

peradaban umat manusia,salah satu nya memberikan 

sebuah iklim politik yang baru berdasar kan ajaran-

ajarannya. Bahkan di dalam politik juga terdapat sebuah 

kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi 

umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum  Islam  

hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia 

yang berupaundang-undang. Dalam pembentukan 

pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-

ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, 

makmur serta berpegang pada syari‟at Islam. Dalam hal 

ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. 

Dalam perhitungan awal waktu salat secara umum 

                                            
7 Nanda Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, ―Praktik Money Politic 

Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif,‖ 
Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 2 No. 1 (2021): 97, 

https://doi.org/https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55. 
               8 Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, ―Studi Fatwa Al-Lajnah 

Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta‘: Kritik Atas Larangan Mahar 
Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur‘an,‖ Kondifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol. 

13, no. 2 (2019), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834. 
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biasanya ditambahkan waktu ihtiyath agar a
9
zan 

dikumandangkan ketika awal waktu salat itu telah benar-

benar telah masuk.
10

 

           Money politic dalam Islam berarti risywah. Diambil 

dari kata Risywah yaitu rosya yang bermakna: tali timba 

yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. 

Sedangkan ar-Rasyi adalah orang yang memberikan 

sesuatu kepada pihak ke duayang siap mendukung 

perbuatan bathil. Adapun ar-Raisy adalah mediator duta 

dari penyuap dan penerima suap,sedang kan al-Murtasyi 

adalah penerima suap. Di dalam Islam sanksi bagi 

penyuap berupa dosa yang sangat besar bahkan perbuatan 

ini sangat dilaknat oleh Rasul dan Allah swt  dan 

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya,
11

 Allah sudah 

menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 : 

امِ وَ  ا اِلاى الْحُكَّ ناكُمْ باِلْبااطِلِ واتُدْلُوْا بِها ثْمِ لَا تاأْكُلُوْا اامْواالاكُمْ ب اي ْ نْ اامْواالِ النَّاسِ باِلَِْ لِتاأْكُلُوْا فاريِْ قًا مِّ
عْلامُوْنا  َ﴾٨١١﴿وااانْ تُمْ ت ا

 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

                                            
                9  Badarudin Badarudin Jayusman Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat 

Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, ―Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic 

Law and Positive Law In Indonesia,‖ Jurnal : Muqaranah Vol. 6, No. 1 (2022), 
https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164. 

                10 Jayusman, ―Akurasi Nilai Wakti Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu 

Sholat,‖ ASAS :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019): 80, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4644. 
11 Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik (Jakarta: Kencana, 2013), 

286. 
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berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”[Q.S Al-

Baqarah (1):188].
12

 

  Proses pemilihan kepala desa didesa Negeri Sakti 

Kecamatan Sungkai Barat  Kabupaten Lampung Utara ini 

sama halnya dengan pemilihan kepala desa yang lainnya 

akan tetapi pada Pemilihan Kepala Desa di desa ini ada 

satu pasangan petahana yang kembali mencalonkan diri 

sebagai kepala desa akan tetapi dia memanfaatkan 

kedudukanya sebagai kepala desa dengan melakukan 

money politic seperti pemberian berupa uang secara kontan 

yang dilakukannya atau pun tim sukses nya sendiri dengan 

cara mendatangi rumah warga satu dengan yang lainnya 

atau pun mendatangi perkumpulan masyarakat desa serta 

sekelompok para pemuda atau pemudi seperti karang 

taruna menjelang pencoblosan adapun barang yang 

dibagikan berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 dan 

bahan sembako seperti beras, minyak makan dan 

kebutuhan dapur lainya.Makadari itu, ini merupakan 

money politic yang terjadi ketika ada pemilu atau pun 

pilkades di desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat  

Kabupaten Lampung Utara. 

Hasil dari Pemilihan Kepala Desa desa Negeri Sakti 

Kecamatan Sungkai Barat  Kabupaten Lampung Utara 

kembali dimenangkan oleh si petahana ini yang 

melakukan kecurangan berupa Money  Politic dan dia 

terpilih kembali menjadi kades desa Negeri Sakti 

Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara 

untuk periode yang ke-2 dengan hasil yang curang tersebut 

setelah beberapa waktu kemudian maka salah satu calon 

                                            
           12 Departemen Agama RI, Al-Qur`an Dan Terjemahnya (Bandung: Sygma 

Examedia Arkanleema, 2014). 



 

 
8 

kepala desa yang lain melaporkan ke pihak yang berwajib 

disini lebih jelasnya pihak kepolisian dengan membawa 

beberapa alat bukti seperti uang alat paket sembako yang 

didapati dari si penerima money politic tersebut, akhirnya 

pihak kepolisian memanggil 2 pasangan calon kades desa 

Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat  Kabupaten 

Lampung Utara untuk melakukan perundingan dan 

hasilnya pun sangat mengejutkan bahwa 2 pasangan calon 

kades tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan 

perkara tersebut dan lebih memilih jalan perdamaian 

dengan alasan tidak mau mencoreng nama desa dan masih 

berkrabat  dekat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 

untuk meneliti dan menganalisa masalah tersebut karena 

konteks kecurangan money politic pilkades tidak ada 

hukuman atau sanksi  yang pasti karena  belah pihak 

hanya berdamai hal tersebut tidak sesuai dengan Fiqh 

Siyasah maka daripada itu penulis membuat suatu karya 

ilmiah dengan judul  ―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik 

Money Politic‖. (Studi pada Desa Negeri Sakti Kecamatan 

Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara ). 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

        Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan 

Fiqh Siyasah terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala 

Desa Terkait Praktik Money Politic di Desa Negeri Sakti 

Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara. 

Fokus Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 

sub fokus sebagai berikut: 

1. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis 

memfokus kan bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah 

terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa 

Terkait Praktik Money Politic di Desa Negeri Sakti 
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Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung 

Utara. 

2. Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik 

Money Politic  di Desa Negeri Sakti Kecamatan 

Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara. 

D. Rumusan Masalah 

       Perumusan masalah ini dibuat untuk mempermudah 

penulis dalam membahas masalah dan agar skripsi ini 

lebih terstruktur, adapun rumusan masalahnya dibuat 

dalam bentuk pertanyaan, antaralain:  

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kepala Desa 

Terkait Praktik Money Politic didesa Negeri Sakti 

Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung 

Utara? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik 

Money Politic diDesa Negeri Sakti Kecamatan 

Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Kepala 

Desa Terkait Praktik Money Politic  di  Desa  Negeri 

Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten 

Lampung Utara 

2. Mengetahui tinjauan pandangan Fiqh Siyasah 

terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa 

Terkait Praktik Money Politic diDesa Negeri Sakti 

Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung 

Utara. 

F. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik 

secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut : 
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1. Manfaat  teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya wawasan bagi pemecahan 

masalah pelanggaran Money Politic yang 

dilakukan oleh Kepala Desa yang didasari 

tinjauan Fiqh Siyasah. 

b. Selanjutnya penelitian ini diharap kan dapat 

dijadikan bahan evaluasi kepada pihak 

Kepolisian yang menangani kasus pelanggaran 

Money Politic supaya lebih bijak dalam 

memberi sanksi sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

c. Penulis juga berharap penelitian ini dapat 

mengembangkan kemampuan penulis dalam 

berkarya ilmiah dengan adanya nalar sesuai 

dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. 

2. Manfaat praktis  

         Penelitian ini, diharap kan agar hasil penelitian 

ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi 

penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen 

masyarakat yang berminat untuk memahaminya. 

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam 

skripsi ini  tentu akan menambah pemahaman dan 

pandangan baru kepada semua pihak baik masy 

 arakat pada umumnya maupun para pihak yang 

berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. 

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan 

masukan bagian penyempurnaan perangkat 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

terhadap penegakan hukum pidana. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN 

Raden Intan Lampung dan bebrapa jurnal ilmiah yang 

lainnya, peneliti tidak menemukan judul yang sama. Namun 

melalui penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap 

sejumlah penelitian, penulis menemukan beberapa tema 

yang senada dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Skripsi Moh. Mahfudhi ―Money  Politic Dalam 

Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif‖ UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian ini penulis 

menyatakan bahwa money politic kategori risywah. 

Sedangkan dalam hukum Positif bahwa money politic 

sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-

undang No.8 Tahun 2008 yang dimaksud money politic 

adalah memberikan uang atau materi sebagai imbalan 

baik secara langsung atau tidak langsung.
13

 Adapun 

persamaan dari penelitian ini ialah membahas money 

politic sedangkan perbedaanya adalah penelitian skripsi 

Moh. Mahfudhi lebih membahas Money  Politic Dalam 

Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan 

penelitian ini mengkaji bagaimana sanksi Money Politic 

ditinjau dari Fiqih Siyasah. 

2. Skripsi Syamsul Hadi ―Kriteria Money Politic Dalam 

Pemilu Persfektif Hukum Islam‖, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa money politic adalah suatu perbuatan termasuk 

risywah muharramah dan tidak dibenarkan oleh 

syara‘.
14

 Adapun persamaan penelitian ini dengan 

skripsi Syamsul Hadi adalah sama-sama membahas 

                                            
13 Moh Mahfudhi, "Money Politic (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 

Positif)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 35. 
14 Syamsul Hadi, “Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum 

Islam” (Skripsi, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2012), 43. 
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money politic sedangkan perbedaanya adalah penelitian 

skripsi Syamsul Hadi lebih ke teori tentang Kriteria 

Money Politic sedangkan penelitian ini mengkaji 

bagaimana sanksi Money Politic ditinjau dari Fiqih 

Siyasah. 

3. Skripsi Hasan Abdullah, yang berjudul money politic 

dalam Pilkades di Desa Tegal ampel Kabupaten 

Bondowoso dalam perspektif hukum islam yang pada 

inti nya mengenai terhadap sistem Pemilihan Umum 

Kepala Desa secara langsung tahun 2009 membuka 

Money Politic di Desa Tegal Ampel Kabupaten 

Bondowoso. Dan sejauh ini, belum ditemukan yang 

membahas tentang tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Money Politik yang dilakukan calon kepala desa di desa 

batu gajah ,walaupun sudah ada yang  mengangkat 

tentang judul Money Politic dalam Pilkades di Desa 

Tegal Ampel Kabupaten bondowoso dalam Perspektif 

Hukum Islam. Tetapi tidak mengkhususkan tinjauan 

fiqh jinayah terhadap Money Politic yang dilakukan 

calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah kecamatan 

Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara oleh karena 

itu,penulis tertarik membahas tentang permasalahan 

―tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Money Politic yang 

dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah 

Kecematan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas 

Utara.
15

 

Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi Hasan 

Abdullah adalah sama-sama membahas tentang Money 

Politic sedangkan perbedaanya adalah penelitian Hasan 

Abdullah lebih mengenai terhadap sistem Pemilihan Umum 

                                            
15 Hasan Abdillah, ―Money Politic Dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel 

Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam‖ 

(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 33. 
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Kepala Desa secara langsung yang melakukan praktik 

Money Politic sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana 

sanksi Money Politic ditinjau dari Fiqih Siyasah.  

H. Metode Penelitian  

         Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, 

dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
16

 

1. Jenis penelitian  

       Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis 

penelitian lapangan (field research), yaitu dalam hal 

ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat 

menjadi unsur terpenting dalam kajian yang 

dilakukan, penelitian yang dimaksud untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi unit sosial 

lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa 

adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat.
17

 Pada 

hakikatnya merupakan metode untuk menemukan 

khusus dan realitas tentang apa yang terjadi 

dimasyarakat tentang apa yang terjadi dimasyarakat 

jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa 

masalah actual yang kini telah berkecambuk dan 

mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses 

sosial.  

2. Sifat penelitian  

         Adapun sifat penelitian ini adalah Deskriftif 

Analisis, yang hanya memaparkan situasi dan  

                                            
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-13 (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 2. 
17 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2002), 54. 
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peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, 

tidak menguji hipotensis atau prediksi. Pengertian 

deskriptif menitik beratkan dokumentasi setting 

alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat 

yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati 

segala dan mencatat dan tidak memanipulasi.
18

 

3. Sumber data 

        Fokus penelitian ini lebih pada persoalan 

penentuan terhadap sanksi praktik money politic 

yang dilakukan oleh  kepala desa oleh karena itu 

sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer  

        Sumber data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dan responden atau objek 

yang diteliti.
19

 Data primer dalam studi 

lapangan didapatkan dari hasil wawancara 

kepada responden dan informan terkait 

penelitian. Dalam hal ini data primer yang 

diperoleh peneliti bersumber dari pelaku  

money politik dan  warga penerima suap 

money politik 

b. Sumber Data Sekunder  

         Sumber data sekunder adalah bahan-

bahan atau data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi atau 

perpustakaan yang mendukung tema 

pembahasan maupun pihak lainya. Sebagai 

pendukung penelitian ini menggunakan 

penelitian kepustakaan (Library Research) 

                                            
18 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54. 
19 Muhammad Pabundu Tika, Metedologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 57. 
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yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

literature kepustakaan dengan menggunakan 

referensi yang berhubungan dengan masalah 

yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, 

maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu. 

4. Informan Penelitian 

         Penelitian kualitatif posisi sumber data yang 

berupa narasumber sangat penting perannya sebagai 

individu yang memiliki informasi.
20

 Peneliti dan 

narasumber di sini memiliki posisi yang sama oleh 

karna itu narasumber bukan sekedar memberikan 

tanggapan yang diminta peneliti, tetapi dapat 

memiliki arah dalam meneliti, karna posisi inilah 

sumber data ini disebut informan. Informan dalam 

penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-

benar tahu dang menguasai masalah, serta terlibat 

langsung dengan masalah penelitian 

a. Perangkat Desa, Desa Negri Sakti, Kecamatan 

Sungkai Barat, Lampung Utara yang 

berjumlah 2 orang  

b. Warga Desa, Desa Negri Sakti, Kecamatan 

Sungkai Barat, Lampung Utara berjumlah 15 

orang. 

5. Teknik Pengumpulan data  

a. Wawancara  

        Wawancara adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara tanya jawab 

secara langsung yang dikerjakan dengan 

sistematik dan berlandasan pada masalah 

                                            
20 Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan 

ke-1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8. 
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penelitian.
21

 Dengan metode ini penulis 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang untuk 

diajukan secara langsung kepada pihak yang 

terkait sanksi praktik money politic yang 

dilakukan oleh kepala desa. 

b. Dokumentasi 

        Dokumentasi adalah pengumpulan data 

yang  mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa pencatat, transkip, buku, 

surat kabar, majalah dan sebagainya.
22

 Dalam 

hal ini peneliti melakukan pencatatan tentang 

dokumen-dokumen terkait  praktik money 

politic yang dilakukan oleh kepala desa. 

6. Pengelohan data 

       Data yang telah terkumpul kemudian akan 

diolah, pengolahan data dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut :  

a. Editing 

      Editing adalah pemeriksaan kembali data 

yang telah dikumpulkan dengan menilai 

apakah data yang telah dikumpulkan tersebut 

cukup baik atau relevan untuk di proses dan 

diolah lebih lanjut. 

b. Sistematisasi data 

      Sistematisasi adalah proses penyusunan 

dan penempatan data menurut kerangka 

sistematika untuk menjawab masalah. 

7. Analisis data 

         Setelah data diolah, selanjutnya data tersebut 

akan di gabung, metode analisis data yang 

                                            
21 Ibid. 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110. 
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digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Analisis kualitatif ini 

dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci 

kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan 

yang jelas. Dalam menganalisa data yang digunakan 

kerangka berfikir yaitu Deduktif dan Induktif. 

Metode berfikir Deduktif. Yaitu berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada 

pengetahuan umum ini hendak menilai kejadian 

yang khusus tentang Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap sanksi Praktik Money Politic Yang 

Dilakukan Oleh  Kepala Desa,  Metode ini 

digunakan dalam gambaran umum proses 

pelaksanaan tradisi manipulasi dalam melalui 

penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum 

tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

       Metode berfikir Induktif, yaitu dari fakta-fakta 

yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang 

konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik 

generalisasi yang bersifat umum. Metode ini 

digunakan dalam mengolah data hasil penelitian 

lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan 

kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya 

bersifat umum. 

I. Sistematika Pembahasan  

        Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikan 

menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, 

sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: 

cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman 

pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. 
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        Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan. Metode penelitian, sistematika pembahasan. 

       Pada bab kedua atau landasan teori disini menjelaskan 

tentang teori - teori yang relevan dan terkait dengan tema 

skripsi, teori-teori tersebut nantinya akan dipakai sebagai 

alat untuk menganalisis data sehingga menghasilkan 

temuan penelitian. 

        Pada bab ketiga atau Deskripsi objek penelitian yaitu 

peneliti menguraikan tentang fakta-fakta temuan 

dilapangan dengan data-data yang ditemukan di lapangan. 

Selain itu, bagian ini juga mendeskripsikan data penelitian 

sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang 

diajukan. 

         Pada bab keempat atau analisis penelitian yaitu 

peneliti menganalisa terhadap fakta-fakta dan data-data 

yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah 

disajikan pada bab III. Dalam konteks ini, peneliti 

membahas temuan penelitian.  

         Pada bab lima atau penutup berisi kesimpulan, sara-

saran atau rekomendasi. Kemudian pada bagian akhir 

berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran; instrumen 

pengumpulan data, dokumen, surat-surat perizinan, surat 

keterangan telah melakukan penelitian dari instansi yang 

diteliti, currriculum vitae dan bukti bimbingan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh 

peniliti dalam judul skripsi ―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait money politic. 

Studi Pada Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat 

Lampung Utara‖ maka dapat disimpulkan: 

1. Penyelesaian sengketa kepala desa terkait praktik money 

politicdesa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat 

Lampung Utara tidak jauh berbeda dengan pemilihan 

kepala desa lainnya bahkan pemilihannya dilakukan sesuai 

dengan peraturan pemilihan kepala desa pada umumnya 

namun yang mempengaruhi terdorongnya praktik money 

politic di Desa Negrei Sakti Kecamatan Sungkai Barat 

Kabupaten Lampung Utara adalah rendahnya pengetahuan 

masyarakat mengenai Praktik money politicmembuat 

mereka jadi tidak berpikir secara kritis dan mudah 

terpengaruh selain itu faktor rendahnya ekonomi 

masyarakat juga sangat mempengaruhi oleh karna itu 

praktik money politic menjadi sebuah tradisi yang sangat 

sulit dilepaskan dari masyarakat ditambah lagi dengan 

kurangnya perhatian dari penegak hukum mengenai 

permasalahan ini dan kesadaran dari pelaku praktik money 

politic tersendiri. 

2. Pandangan fiqih siyasah terhadap Penyelesaian Sengketa 

Kepala Desa Terkait Money Politic Di Desa Negri Sakti 

Kecamatan Sungkai Barat Lampung utara pada praktiknya 

tidak sah karena merupakan risywah yang membuat 

beberapa pihak merasa tercurangi. Pelarangan politik uang 

menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di 

dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara 
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perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena 

korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal 

oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki 

jabatannya. 

B. Rekomendasi 

     Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka 

penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut; 

1. Bagi masyarakat senantiasa sadar akan bahaya dari 

money politic dan tidak terpengaruh olehnya, untuk 

kelangsungan kehidupan bernegara serta diri sendiri 

ketika dimintai pertanggungjawaban kelak. Kemudian 

bagi aparat penegak hukum juga agar senantiasa 

memberantas kejahatan money politic pada pemilihan 

kepala desa dan bertindak sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan bagi  kandidat  maupun  tim  sukses  

disarankan  untuk  tidak  mudah melakukan money 

politic dengan alasan apapun dan jika sudah terbukti 

melakukan money politic diharapkan agar mengikuti 

peraturan yang ada dalam undang undang tanpa alasan 

apapun. 

2. Bagi peran tokoh agama disarankan untuk senantiasa 

memberikan dakwah dan pengertian mengenai bahaya 

dari politik uang kepada masyarakat luas agar 

mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan serta 

menjauhi perbuatan tersebut. Serta memberikan dakwah 

mengenai dampak yang akan menimbulkan sifat 

pemimpin yang tidak kompeten, tidak adil, tidak amanah 

tablig dan fathanah, dan juga akan menimbulkan dampak 

bagi lingkungan desa menjadi tidak makmur. 
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